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3.1 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2002, p9).

Sondang P. Siagian, (dalam H.M. Daryanto : 2006 : 7) “administrasi
adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan
atas rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya”.

Administrasi dikatakan mengandung serangkaian kegiatan sebagai salah
satu unsurnya, hal itu berarti bahwa dalam menjalankan roda administrasi tidak
mungkin dapat menemukan situasi dimana hanya terdapat satu kegiatan saja dan
pelaksanaannya pun seketika yang telah selesai tidak memerlukan kelanjutan atau
kesinambungan lagi dan tidak mungkin dalam menjalankan roda administrasi tanpa
sarana dan prasarana tertentu, memang tidak mungkin melakukan kategorisasi yang
universal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan karena jumlah, bentuk dan
jenisnya ditentukan oleh antara lain bentuk dan jenis rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan, misalnya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu organisasi
niaga yang menghasilkan dan memasarkan barang-barang elektronik.

3.2 Sistem Informasi
Menurut Hartono (2005), sistem informasi merupakan suatu sistem di

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi

19



20

harian, mendukung operasi, bersifat menajerial dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan — laporan yang di
perlukan untuk proses pengambilan keputusan. Jadi, pengertian sistem informasi
adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi penggunanya.

Sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu
menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sebuah sistem
terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk menyediakan informasi untuk
mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi.

Dalam bukunya, Kusrini (2007:9), terdapat komponen—komponen sistem
informasi sebagai berikut:

1. Perangkat keras (hardware), mencakup berbagai peranti fisik seperti komputer
dan printer.

2. Perangkat lunak (software) atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang
memungkinkan perangkat keras memproses data.

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan
data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.

4. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan sistem
informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi

5. Basis data (database), yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain — lain yang
berkaitan dengan penyimpanan data.

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang
memungkinkan sumber (resources) diapakai secara bersama atau diakses oleh

sejumlah pemakai.
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3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan  undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)

Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi
pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun
tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
(KEP/25/M.PAN/2/2004)

Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundangundangan. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)

Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi
pemerintah dan dunia usaha, yang  menerima pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)
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Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat
terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan
publik. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)

Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan
apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan
tatacara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)

Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan
indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui Kkinerja unit pelayanan.
(KEP/25/M.PAN/2/2004)

Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan
sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan. ( KEP/25/M.PAN/2/2004)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini disusun sesuai dengan aturan
aturan dan pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah yaitu Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat
ini di buat bertujuan untuk mengetahui kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah
kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap
pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Dalam indeks
kepuasan masyarakat ini terdapat 4 tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang

sangat baik sampai dengan tidak baik.
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Tabel 3.1 Nilai Indeks Kualitas Pelayanan

Nilai Mutu Kinerja unit
Persepsi Pelayanan pelayanan
1 D Tidak baik
2 C Kurang baik
3 B Baik
4 A Sangat baik

3.3.1 Unsur Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan
indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.
(KEP/25/M.PAN/2/2004)

Prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian
dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur
minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat
adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan Pelayanan, vyaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

3. Kejelasan Petugas Pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung

jawabnya)



10.

11.

12.

13.
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Kedisiplinan Petugas Pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan
pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang
berlaku.

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang
dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada
masyarakat.

Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak
membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

Kesopanan Dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling
menghargai dan menghormati.

Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan.

Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada

penerima pelayanan.



25

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat
merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. (KEP/63/KEP/M.PAN/7/2003

3.3.2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Menurut Keputusan menteri no. KEP/25/M.PAN/2/2004 Dalam
penyusunan IKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data
kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan
survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

a. ldentitas responden yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam
penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

b. Identitas pencacah yang merupakan admin

c. Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat
kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang
dinilai.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai
dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik
diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi
4.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”

masing masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat
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terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilat Rata-Rata Jumlah Bobot

1
Tertimbang =

Jumlah Unsur 14

= 0.071

Nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata rata tertimbang

dengan rumus sebagai berikut:

NEE Tertimbang = NER Per Unsur x 0.071

Nilai indeks keseluruhan didapatkan dengan menjumlahkan terlebih
dahulu semua NRR tertimbang sehingga mendapatkan hasil jumlah NRR
tertimbang. Dari hasil perhitungan tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar

25, dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Pelayvanan [KM = Jml NRE Tertimbang x 25

Dari perhitungan di atas maka di dapatkan hasil keseluruhan indeks IKM

unit pelayanan.

3.4 Keluhan
Keluhan adalah satu pernyataan atau ungkapan rasa kurang puas terhadap
satu produk atau layanan, baik secara lisan maupun tertulis, dari pelanggan internal

maupun eksternal.
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Adanya keluhan dalam satu sisi sebetulnya menjadi alat kontrol atau
evaluasi terhadap pemberian kualitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada
pelanggan/masyarakat. Dalam Modul Public Services STIA LAN (2004)
menjelaskan dalam menyelesaikan keluhan ada faktor penting yang diperhatikan,
yakni kecepatan penanganan komplain dan penyelesain komplain. Lembaga yang
tidak care / perhatian terhadap keluhan pelanggan cenderung menanganinya dengan
lamban dan penyelesaianyapun relatif lambat. Hal ini yang kadang tidak menjadi
perhatian lembaga, padahal semakin terjadi keterlambatan maka keluhan semakin
bermasalah dan mempunyai dampak yang luas.

Menurut Sugiarto (2000), keluhan pelanggan dapat dikategorikan atau
dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Mechanical Complaint (Keluhan mekanikal)
Mechanical Complaint adalah suatu keluhan yang disampaikan oleh pelanggan
sehubungan dengan tidak berfungsinya peralatan yang dibeli atau disampaikan
kepada pelanggan tersebut. Atau dengan kata lain, produk atau output dari
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat
terjadi karena kerusakan atau kualitas tidak maksimal.

2. Attitudinal Complaint (Keluhan akibat sikap petugas pelayanan)
Attitudinal Complaint adalah keluhan pelanggan yang timbul karena sikap
negatif petugas pelayanan pada saat melayani pelanggan. Hal ini dapat dirasakan
oleh pelanggan melalui sikap tidak peduli dari petugas pelayanan terhadap

pelanggan.
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2. Service Related Complaint (Keluhan yang berhubungan dengan pelayanan)
Service Related Complaint adalah suatu keluhan pelanggan karena hal-hal yang
berhubungan dengan pelayanan itu sendiri. Misalnya seseorang mendaftar untuk
ikut serta suatu pertandingan, ternyata formulir pendaftaran belum siap dan oleh
petugas diminta untuk menunggu.

3. Unusual Complaint (Keluhan yang aneh)

Unusual Complaint adalah keluhan pelanggan yang bagi petugas merupakan
keanehan (tidak wajar). Pelanggan yang mengeluh seperti ini biasanya secara
psikologis adalah orang-orang yang hidupnya tidak bahagia atau kesepian.

Dalam suatu perusahaan hal yang ditinjau secara langsung adalah keluhan
pelanggan. Karena keluhan pelanggan sangat berguna untuk perusaaan yang sedang
berkembang. Apabila keluhan pelanggan tidak ditanggapi secara maksimal, besar
kemungkinan para pelanggan yang sudah menjadi langganan mencari alternatif lain
atau bahkan lari dari perusahaan langganannya tersebut. Keluhan pelanggan juga
merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan.

Hal senada juga terjadi pada pelanggan listrik, apabila ada masalah dengan
pelayanan listrik otomatis para pelanggan juga menyampaikan keluhannya.
Berbagai keluhan pelanggan merupakan respon dari ketidakpuasan pelanggan
terhadap pelayanan yang diberikan sementara itu tingkat kepuasan pelanggan
sendiri merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan
harapan. Apabila keluhan pelanggan ini tidak ditanggapi, maka bisa saja para
pelanggan enggan untuk menggunakan listrik atau setidaknya mereka memprotes
perusakan listrik. Pada saat ini pelanggan yang memprotes tentang rekening listrik,

baca meter, denda jika membayar listrik telat, pemadaman bergilir dan yang paling
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sering adalah pelayanan penambahan daya yang menuai banyak protes mulai dari

rumah tangga, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan besar.

3.5 UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan
dan Kkorporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga
negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli
2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Menurut UU tersebut, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan
Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan
administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang
lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009)

Pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara.

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
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independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan

publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung
jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan
pelayanan.

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud
diatas, sekurang-kurangnya meliputi:

a. Pelaksanaan pelayanan;

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. Pengelolaan informasi;

d. Pengawasan internal;

e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan

f. Pelayanan konsultasi. (Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan
sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat
kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Ketentuanketentuan
dalam kerjasama tersebut adalah:

a. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan
pada standard pelayanan;

b. Penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada

masyarakat;
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c. Tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama,
sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada
penyelenggara;

d. Informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai
penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada
tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan

e. Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan
sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain
telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website),
pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

Penyelenggara juga dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak
lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kerja sama tertentu merupakan
kerja sama yang tidak melalui prosedur seperti yang dijelaskan diatas, dan
penyelenggaraannya tidak bersifat darurat serta harus diselesaikan dalam waktu
tertentu, misalnya pengamanan pada saat penerimaan tamu negara, transportasi
pada masa liburan lebaran, dan pengamanan pada saat pemilihan umum. (Pasal 13
UU No 25 Tahun 2009) Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara
berkewajiban:

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
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Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan
pelayanan publik;
Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan
publik;
Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
dan
Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan
perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 UU No 29 Tahun
2009)

Adapun asas-asas pelayanan publik tersebut adalah:
Kepentingan Umum, yaitu Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan
kepentingan pribadi dan atau golongan.
Kepastian Hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan.
Kesamaan Hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,

agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
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Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu Pemenuha hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.

Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang
sesuai dengan bidang tugas.

Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat.

Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak
memperoleh pelayanan yang adil.

Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, yaitu Pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.

Ketepatan Waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat
waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. (Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009)

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
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Dasar Hukum, vyaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan.

Persyaratan, yaitu Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur, yaitu Tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

. Jangka Waktu Penyelesaian, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/ Tarif, yaitu Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
Produk Pelayanan, yaitu Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan Kketentuan yang telah ditetapkan.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu Peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas
pelayanan bagi kelompok rentan.

Kompetensi Pelaksana, yaitu Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Pengawasan Internal, yaitu Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan
kerja atau atasan langsung pelaksana.

Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan, yaitu Tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

. Jumlah Pelaksana, yaitu Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
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I.  Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai
dengan standard pelayanan.

m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, yaitu
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-
raguan.

n. Evaluasi kinerja pelaksana yaitu Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. (Pasal 21 UU No 25
Tahun 2009)

Pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat
nasional untuk memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan. Sistem
informasi yang bersifat nasional tersebut dikelola oleh menteri, dan disediakan
kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Penyelenggara berkewajiban
mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau
nonelektronik, informasi itu sekurang kurangnya meliputi:

a. Profil Penyelenggara, yaitu Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung
jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat
pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).

b. Profil Pelaksana, yaitu Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung
jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, nomor telepon,
dan pos-el (email).

c. Standar Pelayanan, yaitu Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap
tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut.

d. Maklumat Pelayanan.
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e. Pengelolaan Pengaduan, yaitu Pengelolaan pengaduan merupakan proses
penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan
pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan.

f. Penilaian Kinerja, yaitu Penilaian Kkinerja merupakan hasil pelaksanaan
penilaian penyelenggaraan pelayananyang dilakukan oleh penyelenggara
sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan
penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan
menggunakan metode penilaian tertentu. (Pasal 23 UU No 25 Tahun 2009)

Biaya atau tarif pelayanan publik, pada dasarnya merupakan tanggung
jawab negara dan/atau masyarakat. Apabila dibebankan kepada masyarakat atau
penerima pelayanan, maka penentuan biaya/tarif pelayanan publik tersebut
ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 31 UU No 25 Tahun 2009)

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas
internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan
publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Sementara pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan public
dilakukan melalui:

a. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;
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b. Pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundangundangan;
dan

c. Pengawasan olen Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 35
UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan
menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta
berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola
pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara berkewajiban
mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi
ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas
waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan
pengaduan tersebut. (Pasal 36 UU No 25 Tahun 2009).

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan, apabila:

a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar
larangan; dan

b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan.

Pengaduan tersebut ditujukan kepada penyelenggara, ombudsman,
dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 40 UU No 25 Tahun

2009)
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Pengaduan seperti dimaksud diatas diajukan oleh setiap orang yang
dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.Pengaduan
tersebut dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pengadu menerima
pelayanan. Dalam pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi.
Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
Pengaduan yang disampaikan secara tertulis harus memuat:

a. Nama dan alamat lengkap

b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian
kerugian material atau immaterial yang diderita.

c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan

d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (Pasal 42 UU No 25 Tahun
2009)

Pengaduan tertulis tersebut dapat disertai dengan bukti—bukti sebagai
pendukung pengaduannya. Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait
dengan pengaduannya dari penyelenggara dan atau pelaksana untuk mendukung
pembuktiannya itu, penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.
(Pasal 43 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan tertulis
oleh masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima,
yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi
aduan tertulis tersebut. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi
materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima
tanggapan dari penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh

pihak penyelenggara dan/atau ombudsman. Dalam hal berkas pengaduan tidak
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dilengkapi dalam waktu tersebut, maka pengadu dianggap mencabut
pengaduannya. (Pasal 44 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang
pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara
ke pengadilan. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara, tidak menghapus
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau
penyelenggara. Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 52 UU No 25 Tahun 2009)

Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan
pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undangundang ini, masyarakat dapat
melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang. (Pasal 53 UU No 25 Tahun
2009).

Pelaksanaan pelayanan publik menurut UU No 25 Tahun 2009 masih
memiliki beberapa kendala. Kendala tersebut disebabkan oleh belum dikeluarkan
Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup, mengenai sistem pelayanan terpadu,
mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan, mengenai proporsi akses dan
kategori kelompok masyarakat, mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Peraturan presiden mengenai

mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi.

3.6 Masyarakat
Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan

sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak



40

langsung (Pasal 1 ayat (6) UU Nomor. 25 Tahun 2009). Masyarakat yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima atau menggunakan

pelayanan publik di Kota Semarang

3.7 Database

Menurut Connolly dan Begg (2005), database adalah sekumpulan data
tersebar yang berhubungan secara logis, dan penjelasan dari data ini dirancang
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi.

Database dalam perkembangannya penggunaan semakin berkembang
dengan cepat dan semakin di butuhkan terutama oleh perusahaan-perusahaan besar.
Hal ini disebabkan karena besarnya data yang harus disimpan oleh perusahaan.
Semakin besar perusahaan maka semakin besar data yang harus disimpan.

Pembuat database dalam memenuhi kebutuhan ini maka perusahaan terus
mengembangkan diri. Pengembangan yang dilakukan menuntut biaya yang besar
sehingga perusahaan pengembang database menerapkan biaya untuk setiap license
yang dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemakai sangat besar untuk
membeli license sehingga mulai dikembangkan lah oleh perusahaan berupa

database yang tidak berbayar (open source).

3.8 Interaksi Manusia dan Komputer

Interaksi manusia dan komputer memiliki pengertian dan hubungan antar
muka pengguna adalah sebagai berikut:
a. Pengertian

Interaksi manusia dan komputer (Human Computer Interaction-HCI)

merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang komunikasi atau interaksi
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diantara pengguna dengan sistem. Sistem yang dimaksud adalah disini tidak
terhadap kepada sistem-sistem berkomputer saja, tetapi apa saja produk-produk
yang digunakan oleh pengguna seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-
lain. Peranan HCI adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang berguna,
selamat,berkesan dan efektif.

Model interaksi diantara pengguna dengan sistem melibatkan tiga
komponen yaitu pengguna, interaksi dan sistem itu sendiri seperti yang ditunjukkan
oleh Gambar 3.1. kunci utama dalam HCI adalah usability, yaitu suatu sistem harus
mudah digunakan, memberi keleluasaan pada pengguna, serta mudah untuk

dipelajari.

b. Antar Muka Pengguna

INTERAKSI

Gambar 3.1 Model Interaksi Manusia dengan Komputer

Salah satu kajian tepenting dalam bidang HCI adalah antar muka
pengguna. Antar muka pengguna merupakan bagian sistem yang dapat
dikendalikan oleh pengguna, untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi
suatu sistem. la juga dianggap sebagai jumlah keseluruhan keputusan rekabentuk.
Antar muka juga secara tidak langsung, menunjukkan kepada pengguna tentang
kefungsian sistem. Dengan kata lain, antarmuka bagi suatu sistem menggabungkan
elemen-elemen dari pengguna dan juga kaedah komunikasi atau interaksi diantara
keduanya. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan produk tersebut melalui antar

muka pengguna. Sebuah sistem antar muka pengguna meliputi isi itu sendiri, alat
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input (keyboard, mouse, dan touchscreen),alat output (monitor). Pengguna
komputer pada masa sekarang tidak terhalang pada golongan tertentu yang terlibat
dalam bidang komputer secara langsung. Komputer telah menjadi salah satu
keperluan penting yang digunakan oleh pengguna-pengguna pada tahap mahir yang
berbedabeda.

Antar muka pengguna perlu direka bentuk supaya ia lebih mudah dan jelas.
Peranan antar muka pengguna dalam kebolehgunaan suatu sistem adalah amat
penting. Oleh karena itu, reka bentuk dan pembangunan antar muka pengguna perlu
dilihat sebagai salah satu proses utama dalam keseluruhan pembangunan sistem.
Selain itu, adalah amat penting untuk memperuntukan masa, biaya, dan beban kerja
yang bersesuaian terhadap reka bentuk antar muka dan kebolehgunaannya.

Reka bentuk antar muka pengguna merupakan satu proses yang kompleks.
la memerlukan daya kreatifitas yang tinggi, pengalaman, analisa tugas terperinci
dan kepahaman terhadap keperluan pengguna. Antar muka pengguna boleh direka
oleh pengatur cara komputer, penganalisa sistem, pakar antar muka pengguna atau
pengguna sendiri. Walau bagaimanapun, kebanyakan antar muka pengguna direka

dan dibangunkan oleh pengatur cara berkomputer.

3.9 E-Goverment

Pengertian E-Government dalam penelitian ini mengacu kepada jurnal
berjudul “Making Sense of E-Government Implementation” Yyaitu Kegiatan
kepemerintahan yang menggunakan alat—alat teknologi informasi dan komunikasi
untuk melakukan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis, entiti

pemerintah (termasuk didalamnya pegawai pemerintah)
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E-Government yang dilakukan oleh (Sudriani, 2011) pada jurnal,
diantaranya yaitu Cook et. Al (2002), E-Government memiliki empat dimensi
dalam hubungannya dengan fungsi dan kegiatan kepemerintahan: E-Services
(mengirim informasi secara elektronik/ online), E-Management (menggunakan
ICT untuk meningkatkan manajemen dan komunikasi di internal atau luar
struktur  kepemerintahan), E-Democracy (menggunakan ICT untuk
mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokratis), dan E—
Commerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan).

Menurut Al-seibie dan Irani, Interaksi yang terhubung menggunakan E—
Government bisa dibagi sebagai berikut:

a. G2C (Government to Citizen)
Fokus utama dari ketgori ini adalah hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Misi dari E-Government adalah menyediakan dukungan untuk
masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan melakukan layanan online seperti
melakukan layanan pencari kerja secara online, mencari kontal detail dari
departemen atau memungkinkan masyarakat untuk berpartisipas dalam proses
membuat keputusan seperti pemilu.

b. G2B (Government to Business)
Fokus utamanya adalah seluruh transaksi elektronik antara pemerintah dan
bisnis organisasi. Bisnis sama seperti masyarakat melakukan transaksi dengan

pemerintah. Seperti membayar pajak iklan, reklame, air, atau admnistrasi .
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c. G2G (Government to Government)

Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara pemerintah itu sendiri
(internal organisasi), atau antara pemerintah, agensi pemerintah atau fasilitas
komunikasi antara kantor pemerintah yang berbeda lokasi

d. G2E (Government to Employee)

Fokus utama dari kategori ini adalah produktivitas dari kedua pemerintah dan
pegawainya dengan mampu menyusun interaksi yang lebih efektif kedepannya.
Layanan G2E termasuk informasi dalam aturan pemerintah, kebijakan dah hak
sipil.

Dari berbagai macam kategori diatas, maka G2C dan G2E
mempresentasikan hubungan antara pemerintah dan individual sedangkanyang
lainnya mempresentasikan pemerintah dan organisasi.

E—Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu:

1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui
website.

2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan
melauie-mail.

3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi
dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.

4. Tingkat terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di
mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor
pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Menurut Richard Heeks (2001), tujuan dari E—Government

merupakan perpaduan dari kumpulan ICT (Informasi komunikasi dan



Teknologi), sehingga dengan perkembangan teknologi membuat suatu

koneksi digital yang baru yaitu:

1.

2.

E-Government dapat menghubungkan antar departemen
Menghubungkan antar pemerintahan dan masyarakat

Menghubungkan antar pemerintahan dan bisnis

Menghubungkan melalui dan antara komunitas dan perkembangan
ekonomi

Sehingga Heeks memberikan saran dari E-Government adalah e-

administration, pelayanan masyarakat (e-services) dan e-society.
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